
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan
Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

b. bahwa untuk pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian
dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah agar lebih tepat
sasaran perlu ditetapkan Besaran Alokasi Dana Desa dan

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Besaran
Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah ke Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun Anggaran 2019,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi

Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4879),



10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495),

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679),

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,

7.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667
Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan
Anambas Provinsi Kepulauan Riau,

8.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668
Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan
Anambas Provinsi Kepulauan Riau,

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2

Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 48),

|

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2018 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 68):



Menetapkan

12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 111

Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 405),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN ALOKASI DANA DESA
DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KE
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Anambas dan
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.3.
Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas.

4.

Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5.

Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum.

6.

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan
nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

7.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

8.

Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Desa.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut
APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disebut BHPRD adalah realisasi penerimaan hasil pajak dan
retribusi daerah.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.
Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah
Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
Hari adalah hari kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1) ADD dan BHPRD dimaksudkan untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

2) Tujuan ADD dan BHPRD adalah:
a.
b.

Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,
Meningkatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan di tingkat Desa serta

pemberdayaan masyarakat,
Meningkatkan penyelengaraan Pemerintahan Desa dalam
melaksanakan pembangunan infrastruktur pedesaan,
Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial
budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial,
Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam

rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi

masyarakat,

e.



1)

2)

3)

1)

2)

f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat,
g. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan,

kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi
masyarakat, dan

h. Mendorong peningkatan keswadayaan, gotong royong,
partisipasi masyarakat dan kemandirian desa.

BAB III
SUMBER DAN BESARAN DANA

Pasal 3

ADD dan BHPRD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun Anggaran 2019.

Besaran ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp. 67.413.277.900,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus tiga
belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus
rupiah).
Besaran BHPRD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp. 1.873.654.750,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga
juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh
rupiah).

Pasal 4

Rincian besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Rincian besaran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini,
akan diatur selanjutnya dengan Keputusan Bupati.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal D Januari 2019
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